
BUPATI BINTAN
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BUPATI BINTAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

a* Belanji Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib,

transparan dan bertanggungiawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

bahwa ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan batas

jumlah SPP-aP dan SPP-GU sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hunrf a dan b dipandang perlu

menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bintan.

Undang-undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupiten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia 'l'ahun 1956 Nomot 25);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4'1, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

Unclang-undang Nomor 1 fahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomtlr 5' Tambahan

l,embaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor l5 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggr-rng Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 'l'ahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahr,rn 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493),
yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik lndonesia 'fahr"rn 2005 Nomor 108, Tanrbahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);

Llrrdang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l-embaran Negara. Itepublik
lndonesia Tahun 2004 Norror 120, T'arnbahan Lembaran Negara Republik
Indorresia Nomor 443 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 "l'ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangarr
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
"fanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 13 'fahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor I 'fahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan clan

Belania Daerah Tahtm Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
Nomor I 'fahun 2008);

10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan llelanja Daerah 'I'ahurr Anggaran 2008 (Berita l)aerah
Kabupaten Bintan Nomor I '['ahun 2008).

MEMUTTISKAN :

PERA'TURAN BUPATI BINTAN 'TENTANG MEKANISME
PEI,AKSANAAN PEMBAYARAN AI'AS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN I]ELANJA DAERAH KABUPATBN BINTAN.
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I\4enetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

I)alam Peraturan Pe.jabat Pengelolaan Keuangan Daerah ini yang dimalisud dengan :

l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selaniutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
clan ditetapkan clengan peraturarr daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaniutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selzutiutnya disingkat SKPKD adalah BPKKD selaku
pengguna anggaran/pengguna barang yangiuga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.



5. Betrdaliara lJmum Daer:ah yang selanjutnya disingkat BLJD adalah PPKD yang berrindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum claerah.

Kuasa Bendahara Umum l)aerah yang selanjutnya disingkal Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
kuasa untul< melaksanakan sebagian tugas llL,D.

Kas Umum Daerah adalah tenipat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala l)aerah
tntuk lnenampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

l{ekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Llang daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaem daerah clan cligunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan. belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selaqjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk menga.jukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-tlP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan penrbayaran langsung.

SPP Canti tJang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-C}U adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP 'I'ambahan Uaxg Persediaart yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diaiukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintan tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifbt mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uzlng persecliaan.

SPP l.angsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar per.ianjian
kontrak kerja atau surat peririlah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntLlkan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokunrennya disiapkan oleh PI'j'l'K.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna allggaran/kuasa pellgguna anggararl untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD,

Surat Perintah Mernbayar Llang Persediaan yang selaniutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna imggararl untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebiigai uang persediaan untuk nrenclanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti l.lang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU aclalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2l)
atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergurnakan rmtuk nrengganti uang persediaan

6.

7.

9.

10.

I 11.

13.

?15

B.

12,

t4,

l(r.

17.

18.



Sp2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas

pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan'

20. Surat perintah Membayar l,angsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang

tliterbitkan oleh pengguna anggarrrr/kuuru pengguna anggaran untuk penerbitan sP2D atas beban

pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga'

21. Surat perintah pencairan Dana yang selanjutnya clisingkat spzD ud?l{ dokumen yang digu'akan

sebagai clasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Sl'M'

BAI} II
PEJAI}A'T PNNGGIINA ANGGARAN

Pasal 2

p'cl. setiap awal tahun anggaran, Bupati menetapkan Peiabat Kuasa Pengguna AnggararVPengguna

nurung atas usul PerrgguniAnggaran/Pengguna l3arang SKI'}D'

pejabat sebagaimana dirnaksucl pada ayat (1) di at_as_, rnenrperhatika'pertir'bangan tingkat*n

daerafr, besaran SKpD, besaran jumlah uung yung clikelola, beban kerja, lokasi. kompetensi dan/atau

rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya'

pertirnbangan obiektif lainya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, clitetapkan oleh sekretaris

claerah selaku Koorclinator 'Iim Anggaran Pemerintah f)aerah clengan rnemperhatikan ketentuan

yang berlaku.

(1)

(2)

(r/

?

e

I}AB III
PROSEDUR PENGAJTJAN SPP

Surat Perryediaan Dana (SPD) rnerupakan

Pasal 3

dasar pengaluan SPP oleh Bendahara Pengeluaran'

Pasal 4

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM'

selagai berikr,rt :

clengan kelengkapan persyaratannya ciiatur

l, SPP-t I P (Uang Persediarn)

Surat Pentyataan dari Pengguna anggaran/Kuasa

menyatakan buh*o Uang Persediaan tersebut tidak

rnenllrllt ketentuan harus derrgan I-S'

SPP-I'LI ('t anrbalmn Uang Persediaan)

il. Rincian rencana penggultaan dana l'arnbahan

Pengguua anggaran atau pejabat yang clitunjuk'

Pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

untuk membiayai pengeh-raran-pengeluarall yang

7.

tJang Persediaan dari Pengguna allggaran/Kuasa

r .r rr - -.---...^^ ..^..,-,,-.,^/v'1,;g,; p6'61v1r*1A rn(roirran alatl neiabat vang ditLrniuk



(2) Apabila terdapat sisa dan lambahan UP harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah;

(3) l'idak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

c. Rekening Koran yang menuniukkan saldo terakhir,

SPP-GU (Penggantian lJang Persediaan)

a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran;

b. Sr.rrat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atau pejabat yang dituniuk.

SPP untuk. Pengadaan'I'anah

pembayarari pengadaan tanah untuk kepentingan umurr dilaksanakan melalui mekanisme pembayarart

langsung (LS). Apabila tidak dimungkinkan dilaksanakan melalui mekanisme l,S, dapat dilakukan

meialuj Upf|Up. Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :

a. SPP-LS (Pernbayaran l.angsung)
(1) Persetujuan Panitia Pengadaan T'anah untuk tanah yang luasnya lebih dari I (satu) hektar di

Kabupaten llintan;
(2) Irotocopi bukti kepemilikan tanah;

(3) Kuitansi;
(4) SPPT PBB tahun transaksi;
(5) Ilerita Acara Persetu.iuan/Negosiasi Harga;
(6) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalant sengketa dan tidak sedang dalarn

agunan;
(7) Surat Pernyataan Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;
(S) SSP final atas pelePasan hak;
(9) Surat pelepa^san hak adat (bila diperlukan)

b. SPP-UP/TL'P

(1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari I (satu) hektar dilengkapi persyaratan daftar

nominatif' pemilik tanah yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran/Kuasa penggLrna

anggaran.

{2) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan banttnn Panitia

Pengadaan Tanah di Kabupaten Bintan dan dilengkapi dengan daftar nominatif pemilik tanah

dan besaran harga tanah yang clitandatangani oleh Pengguna anggaran/Kuasa pengguna

anggaran dan diketahui oleh Panitia Pengadaan J'anah (PPT)'

(i) Pengadaan tanah yang pembayararlnya dilaksanakan melalui UP/TIJP harus terlebih dahulu

rnendapat izin persetujua.rr Bupati, sedangkan besaran uangnya harus mendapat persetujuan

LIP/TLJP oleh PPKD.

4,

v

5. Sl'}P-t.S untuk pembayaran ga.ii, lembur dan honor/vakast :

a. Pernbayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji terusar/uang duka waf'at/tervas,

dilengkapi dengan f)aftar gaii induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas, SK

CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat, SK jabatar, kenaikan gaji berkala, surat pernyataan

pelantikan, surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat pernyataan melal,isanakan tugas,

claflar keluarga (KP4), fcrtocopi surat nikah, tbtocopi akte kelahiran, SKPP, daflar potongar sewa

rumah clinas, surat keterangan masih sekolah/kuliah, surat pindah, surat kematian, SSP PPh Pasal

21. Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai perunttrkannya.

b. Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembur yang

ciitandatalgani oleh Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/peiabat yang dituniuk dan

Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan. surat perintah kerja lembur, daftar hadir keria,

dafiar haclir lembur datr SSP PPh Pasal 21'



pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran yang bersangkutan, dan
SSP PPh Pasal 2 l.

6. SPP-LS non belania pegawai

a, Pembayaran pglgAdggU barang dan jasa :

(l) Salinan SPD:
(2) Ilerita Acara Pemeriksaan'Ieknis dari SKPD rerkait;
(3) SPP diserrai laktur pzrjak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wa.iib pa.iak clan

hendahara pen ge luararr ;

(4) Surat perjanjian keriasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa penggLlna a.ngqaral
dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

(5) berita acara penyelesaian pekerjaan;
(6) ber:ita acara serah terima barang dan jasa;
(7) berita acara penrbayaran;
(8) kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani prihak, dan PPTI( serta diserujui oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
(9) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank;
(i0) dokumen lain.yang dipersyaratkan untuk konrak-kontrak yang dananya sebagian atau

seluruhnya bersumber dari penerusan piniarnan/hibah luar negeri;
( i I ) berita acara pemeriksaan yang ditandtrtangani pihak ketiga/rekanan serta unsur

pemeriksaan barang berikut larnpiran daftar barang yang diperiksa;
( 12) surat angkutan atau kutosemen apabila pengaclaem barang dilaksanakan di luar

kerjal
(13) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekeriaan dari PPTK apabila pekerjaan

rnen galami keterlambatan;
( I 4 ) fbto/buku/dok urnentasi tingkat kemaj uan/penyel esaian pekerj aan;
(15) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pentberitahuan

jamsostek);
(16) kltusus uutuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil

(billing rate). berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan buki kehadiran dari
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekeriaan dan bukti penyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Berita acara pada butir (5), (6), dan (7) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima)
clan disampaikan kepada :

(a) asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;
(b) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;
(c) Sat.u tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.

Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Ja.sa (Listrik. 'l'elepon, dan Air);

( l) tsukti 'l'agihan daya dan jasa;
(2) Nomor ltekening Pihak Ketiga (PT. Pl.N, P'I'. Telkom. PDAM Air);

Dalam hal pembayaran langgeuran daya dan .jasa belum dapat dilakukan secara langsung
(l-s), SKPD yang bersangkuran dapat. melakukan pembayaran dengan up.
'l-unggakan langganan daya dan .jasa tahun anggaran sebelumnya clapat dibayarkan oleh
SKPD setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari PPKD sepanjang
dananya tersedia dalarn DPA berkenaan.

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi clengan daftar nominatif pejabat yang akan
melakukan perialanan dinas, yang berisi antara lain : informasi mengenai data pejabat (I..lama,
pangkat/gol.), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perialanan dinns, dan biaya yang cliper.lukan
untuk masing-masing pejabat, serta surat perintah tugas (SPT).
Dalam nominatif tersebut harus ditar"rdatangani oleh pe.iabat yang berwenang memerintahkan
perjalanan dinas. dan disahkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
Pernbayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD yang bersanskutan kenacla oeiabat vang

panitia

u,ilayah..-

\-
tr.



SPP untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan
Belania f idak 1'erduga.
Pemlrtryaran Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi liasil, Bantuan Keuangan. dan
Belania fidak Terduga dilaksanakan melalui mekanisme pernbayaran langsung (LS). Apabila tidak
dimungkinkan dilaksanakan melalui mekanisme f.S, dapat dilakukan melalui lJP/Tambahan IJP yang
pemntukannya ditetapkan dengan Keputusan l3upati.

Pasal 5

PPI(-SKPD menerbitkan SPM berdasarkan SPP yang dia.iukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan
mekanisme sebagai berikut :

( I ) Penerimaan dan pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list kelengkapan berkas
SPP, nrencatatnya dalarn buku register penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima
SPP berkenaan. Selanjutnya menyerahkan SPP dimaksud kepada PPK-SKPD

(2) PPK-SKPD melakukan penguiian atas SPP sebagai berikut :

a. Merneriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA dan/atau SPD untuk memperoleh keyakinan' bahwa tagihan tidak melarnpaui batas pagu anggaran dan/atau SPD.
c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan

indikator keluaran.
d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

I ) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor
rekening dan nama bank);

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja
yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);

e. Memeriksa pencapaian tu.juan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DPA berkenaan dan/zrtau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam
kontrak.

BAB IV
UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

Kepada setiap SKPD dapat diberikan lJang Persediaan dan/atau tambahan uang persediaan.

Pasal 7

(l) Pengelolaan uang persediaan sebagairnana dimaksud Pasal 6, diserahkan kepada Bendahara
Pengeluaran pada SKPD,

(2) Untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada SKPD, Kepala SKPD dapat menuniuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(3) Penuniukkan Benclahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal I

( 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP berrJasarkan DPA dan/atau
SPD atas permintaan Bendahara Pengeluaran.

(2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (l), Kuasa IIUD menerbitkan SP2D untuk rekening
Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-[JP.



a
(4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digunakan

\rvwtlving) sepaniang masih lersedia dana dalatn DPA dan/atau SPD.

(5) Bagi Bendahara yang dibantu oleh beberapa Bendahara Pembantu, dalarn pengajuan SPM-IJP
diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan .iurnlah Lltulg yang dikelola oleh ma.sing-

nrasing Bendahara Pembantu.

t6) Sisa IJP yang masih ada pada bendahnra trrada akhir tahun anggaran harus disetor kenrbali ke

rekening Kas Daer:ah selambat-lanrbatnya tanggal 3l Desentber tahun anggalan berkenaan.

(7) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh lllJD dibukukan sebagai pengembalian [-l'P sesttai

rekening belanja yang ditetapkan,

(8) tjP dapat dilrerikan dalaur batas-batas sebagai trc:rikut :

a. t_)P dapar diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran kelompok belania ticlak langsung "jerris I

belanja selain belanja pegawai dan kelornpok belania langsung.ienis belarrja l3arrmg dan.lasa.

b. Ketentuan butir a dapat diberikan pengecualian setelah menciapat persetujuan PPKD.

c. t)I, dapat diberikan maksimal sebesar 10 %' (sepuluh persen) dari belarrja Rarang dan.lasa yang

bersifat tidak langsung.
d. SKPD yang menggunakan Kuasa Penggurra Anggarar-r (KPA) lebih dari I (satu) atau struktur

organisasi yang besar diberikan sebesar rnaksirnal 30 96 (tiga puluh persen)

- e. Besarern IJP untuk Belanin Tidak l-angsung selain belanja pegawai diberikan maksimal 10 %
(sepuluh persen) dari pagu anggaran.

1, Perubahan besaran L-lP di luar ketentuan pada butir c dan d ditetapkan oleh PPKD.
g, Pengisian kembali LJP sebagarimana dimaksud pada butir c dapat diberikan apabila dana LIP telah

clipergunakan sekurang-kurangnya7SYo dari dana l"JP yang diterima.
h. Dalarn hal penggunaan IJP belum meucapai 75n/n, sedangkan SKPD yang bersangkutan

memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan
.farnbaharr 

IJP.

i. Pemberian T'ambahan t.lP diatur sebagai berikut :

1. Kuasa BUD dapat memberikan'fambahan IJP sampai dengan.iumlah Rp. 200.000.000,- (dua

ratus.iuta rupiah) untuk belanja barang dan jasa bagi SKPD.
2. Permintaan '['ambahan UP di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus .iula rupiah) untuk trelanja

barang dan iiisa hants menclapat persetuiuarr dari PPKD.

(9) Syarat untuk mengajukan l'arnbahan tiP :

1. I.Jntuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
v b^ L)igurrakan paling lama satu bulan sejak tarrggal SP2D diterbitkan;

c. I)alam hal clana tambahan Llang persCIdiaan tidak habis digrnakan dalarn 1 (satu) bulan. maka

sisa tanrbahalt uang persedia:rn disetor ke rekening kas unrunt daerah;

d. Ketentuan sebagaimana dirnaksud butir c tidak dipenuhi, SKPD berkenaan tidak dapat lagi
ditrerikan 'llanrbahan tJP sepaniang tahun anggaran berkenaan:

( l0) Dalam rnengajukan pernrintaan 'I"ambahan l.lP bendethara wajib menyampaikan :

a. Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir dan register penutupan kas bulan berkenaan,

b. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakarVdibayar

melalui penerbitan SPM-I.S.

. c. Dokurnen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan APllD.

( I I ) Penggantian UI'} cliajukan ke Kuasa t-!UD dengan SPM-GIJ, dilanrpiri :

a. Surat Pernyataan T'anggunglawab dari pengguna anggaran/kuasa penggulla anggaran;

b. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluinan periode sebelumnya;
c. Ringkasan pengelutrran per rincian objek yang diserlai dengan hukti-bukti pengeluatan yang sah

rlqn lcntrlctrn'



(12) Bcsaran uang persediaan tunai darlatau dalam brankas pada bendahara pengeluaran hanya

diperkenankan maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selebihnya wajib dalarn

rekening bendahara pengeluaran.

BAB V
PROSEDUR PENERI}ITAN SURAT PERINTAT{ PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pasal 9

Penyampaian SPM kepada Kuasa tlUD dilakukan sebagai berikLrt :

( 1I Pcngguna AnggararVKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk meny;rmpaikan SPM

beserta dokumen pendukung kepada Kuasa BUD.

(2) SPM gaji induk sudah harus diterima Kuasa tltJD paling lambat tanggal 20 sebelum trulan

pembayaran.

(3) Kuasa tsUD memeriksa kelengkapan SPM dengan mengisi blanko penelitian kelengkapan dokumen

SPM, dan nrerigister SPM.

Pasal l0

Penerbitan SP2D oleh Kuasa BtlD diatur sebagai ber:ikut :

( 1) SPM yang cliajukan ke Kuasa BUD digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

(2) SPM clirnaksud dilarnpiri bukti pengeluaran sebagai berikut :

untuk keperluan pembayaran langsung (LS) helanja pegawai;
l. f)aftar Gaii/Gaii susulanlkekurallgan gaji/lembur/honor dan vaakasi yang ditanda tangani

oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran;

2. Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal terf adi penrbahan daftar gaji;
3, Surat Keputusan pemberian honor/vakasi dan Sf'K lembur;
4. Surat setoran paiak.

imtuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai :

I . Itesume kontrak/SPK atau daftar nominatif perjalanan dinas;
2. Surat Pernyataan Tanggungiawab Belania Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak).

dokumen lain yang dipersyaratkan, antara lain :

l. Surat Pengesahan Pertanggungf awaban Bendahara Pengeluaran Periode sebelumnya;
2. Ringkasan Pengeluarar per Rincian Objek disertai bukti pengeluaran yang salr dan lengkap;
3. Bukti setoran PPN/PPh.

(3) SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh Kuasa IIUD dan telah dicairkan (telah dilakukan
pendebetan rekening kas daerah) tidak dapat dibatalkan.
a. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut :

l. Kesalahan pembebanan pada kode rekening anggaran belanja.

2. Kesalahan pada kode rekening anggaran belanja, kegiatan, dan sub kegiatan.
3. Uraian pengeluaran yang tidak berakibatlumlah uang pada SPM.

b. Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran/penerbit SPM, selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BIJD.

a-

b.

t-.



Pasal I I

Bukti Asli lampiran SPP rnetupakan arsip yang disimpan oleh pengguna Anggaran/Kuasa pengguna
Anggaran.

Pasal 12

(1) PengLrjian SPIi4 dilaksanakan oleh Kuasa BUD mencakup pengujian yang bersitat substantif dan
lbnnal.

(2) Pengujian suhtantil dilaliukan untuk :

a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam slrM;b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/rekening anggarall belanja dalam DpA
yang ditunjtrk dalam SpM tersebut.

c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan kontrak/SpK, surat keputusan, daftar
norn inatif perj alanan dinas);

d' menguji surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ataupejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggungjawab rerhaclap 
-kebenaran 

ijoksanua,,pembayaran;
e. menguji f'aktur pajak beserta SSp-nya. ,

(3) Pengujian fonnal dilakukan untuk :

a' mencocokan tanda tangan pejabal penandatangan SPM dengan spesimen tandatangan;b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang clalam unftu dan hunrf;c' memeriksa kebenaran dalanr penulisan, temrasuk tidak boleh terdapat cacat dalanr pelulisal.

I'asal l3

Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :

a' Penerbitan SP2D bilamana SPM yang cliajukan memenuhi syarat yang diteltukan;b' Pengembalian SPM kepada Pengguna Anggaran/Kuasa t 
"ngguni 

Anggaran 4engan suratpenolakan SPM apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitka;Spzo.

Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr-rf b diatur sebagai berikut :a' SPM Belzrnia Pegawai Non Gaii Induk dikembalikan paling lambar tiga iari kerja setelah SpM
diterima;

b' SPM UP/TU/GU dan LS dikembalikar:r paling lambat satu hari kerja setelah SpM diterima.

\, pasal 14

( I ) Peuerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh Kuasa IIIJD ctalam batas waktu sebagai berikut :a' SP2D Gaji lnduk diterbitkan paling lambat lima hari keria sebelum awal bitan pembayaran gaii;b' SP2D Non Gaji lnduk cliterbitkan paling lambat lima^hari kerja setelah diterima SpM secara
lengkap.

c' SP2D IJP/TU/GU dan LS paling lambat satu hari ker"ia setelah cliterima SpM secara lelgkap.

(2) Penerbiran sP2D oleh Kuasa BUD dilakukan clengan cara :

a. SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD.
b' SP2D diterbitkan dalam rturgkap 4 (ernpat) dan dibubuhi sternpel timbul Bendahara tlmurn

Daerah (BIID).
Pasal 15

Daftar Penguji dibuat dalam rangkap 4 (empat) sebagai pengantar SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUI)
serta dibubuhi stempel timbul BpKKD.

(l)

(2)



BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mLrlai berlaku se.iak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nremerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ilti dengan
pcnerrp€rti.ln dalam Berita Daerah Ktrbupaten Bintan.

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 37 Desember 2007.,

I]EITI'IA DAI]RAH KABLJPATEN BTNTAN'|A}{UN 2OO8 NOMOR

Ditetapka

D, SE., Ml\{


